SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI GAJI UNTUK PROSES UNGGAH
ADK GAJI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang

a.

bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota
Pangkalpinang bagian anggaran 076 dipandang perlu
untuk menetapkan Pejabat Penggunaan Aplikasi Gaji
untuk Proses Unggah ADK Gaji Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kota
Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023;

bahwa Pejabat yang namanya tercantum pada lampiran
keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat
untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penggunaan Aplikasi
Gaji untuk Proses Unggah ADK Gaji Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang
tentang Penggunaan Aplikasi Gaji untuk Proses Unggah
ADK Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

Mengingat...



Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6735);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun' 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan...



Memperhatikan

9.

10.

11.

12.

13.

= B

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 2158);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019
tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 193);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
494);

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-
DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian
Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-
076.01.2.656879 /2023 Tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN...



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Y-

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI
GAJI UNTUK PROSES UNGGAH ADK GAJI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG.

Menetapkan Pejabat Penggunaan Aplikasi Gaji untuk Proses
Unggah ADK Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Pejabat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab
yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Masa tugas Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai
tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang
Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

YULIANA SANDRIANI



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI GAJI UNTUK PROSES UNGGAH ADK GAJI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

PENGGUNAAN APLIKASI GAJI UNTUK PROSES UNGGAH ADK GAJI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

KODE
NO. | SATUAN KERJA | g,mpers, NAMA NIP NIK ROLE
1 2 3 4 S 6 7
1. EKA OKTAVIANA | 198210182009022002 | 1971035810820004 PPK
2. M. MUZAIRIN | 198606162010121010 | 1971031606860005 PPSPM
s KPUKOTA | ceeqno ADRIANUS 198604102020121007 | 1902011004860003 ADMIN SATKER
*_| PANGKALPINANG YULISAR
MUHAMAD 197508202012121003 | 1971032008750001 | PPABP/OPERATOR
4.
FAHRUZI
. DINA AGITA 198412122010122006 | 1901045212840003 BENDAHARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
n@r,Daya Manusia,

X

Sy

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI




